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BAB II 

PERBEDAAN AGAMA SEBAGAI ALASAN SHIQA>Q 

A. Perceraian 

Perceraian dalam istilah fiqih disebut ‚talak atau ‚furqah. Adapun talak 

telah membuka    ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah artinya 

bercerai yaitu  bercerai lawan  arti berkumpul. Kemudian dua kata itu  

dipakai oleh ahli fiqih sebagai istilah  yang berarti perceraian antara suami-

istri.
1
 Dalam  istilah agama talak artinya melepas ikatan perkawinan atau 

bubarnya perkawinan.
2
 

B. Macam-macam Perceraian. 

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu diajukan untuk selama 

hidup dan  kebahagiaan yang kekal  abadi bagi pasangan  suami-istri yang 

bersangkutan.3   Apabila   salah   satu   pihak   tidak   dapat   

melaksanakan kewajibannya  masing-masing  dengan  baik  dan  salah  

satu  pihak  tidak dapat  menerimanya,  dan  tidak  ada  jalan  lagi  selain 

perceraian,  maka perceraian diperbolehkan. 

Untuk memutuskan hubungan perceraian harus terdapat sebab-

sebab yang diperbolehkannya melakukan perceraian baik menurut hukum 

                                                           
1
 Soemiyati,  Hukum  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Perkawinan,  (Yogyakarta:  Liberty, 

1997),103. 
2 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Juz Vii Terjemah Drs, Moh Tahlib, (Bandung: PT’Alma’arif, 1980), 

9.  
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Islam maupun menurut undang-undang.  Sebab-sebab perceraian menurut 

hukum Islam adalah sebgai berikut : 

1. Talak 

A. Pengertian Talak 

Talak berasal dari kata ‚ithlaq‛ yang berarti melepaskan atau 

meninggalkan
3
. Dikatakan dalam ungkapan, ‚Atlaqtu al-asir, idzahallaltu 

qaidahu wa arsaltuhu‛ (aku melepaskan tawanan, jika aku melepaskan 

ikatannya dan membiarkannya pergi).
4
 sedangkan menurut istilah syara``, talak 

yaitu: 

 حم رطبت انزَاج َاوٍاء انعلاقت انزَجيت

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri
5
 

  

  Hak menjatuhkan talak  dalam Islam  berada di  tangan suami. Akan  

tetapi suami tidak boleh menjatuhkan talak secara sewenang-wenang, dimana 

seorang suami yang telah berjanji akan  hidup dengan seorang wanita dan  

telah lama  bersama akan  meninggalkan dan menceraikan tanpa adanya 

alasan. 

Suami tidak boleh menjatuhkan talak apabila istri sedang haid. Untuk 

menjatuhkan talak  harus menunggu  istri dalam  keadaan istri suci  terlebih 

dahulu. Selain  itu, suami  juga dilarang menjatukan talak apabila suami  

                                                           
3
 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2012),192 

4
 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayid sabiq (Jakarta Timur : 

Pustaka Al-kautsar, 2013), 499 
5
 Muhammad Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz II (Kairo: Darul Fatah, 2009), 155 
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telah bersetubuh dengan  istri pada saat  istri suci, karena di khawatirkan  di 

dalam rahim sang istri  telah terdapat janin. Jadi  talak  yaitu  melepaskan  

ikatan  (hall  al-qayyid)  atau  bisa  juga disebut  mengurangi  atau  

melepaskan  ikatan  dengan  menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. 

Terkait dengan hukum talak, meskipun hukum asalnya adalah 

makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum 

talak itu adalah : 

a. Nadab atau Sunnah : yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah 

tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga 

kemudharatan yang lebih banyak akan timbul. 

b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi 

perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan 

perceraian itu sedangkan manfaatnya ada kelihatannya. 

c. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang meski 

dilakukan oleh hakim terhadap orang yang telah bersumpah untuk 

tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak 

mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan 

istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya. 

d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam 

keadaan haid atau suci yang dalam mas itu ia telah digauli.
6
 

B. Macam-macam Talak 

                                                           
6
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,.. ,201  
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Talak dapat dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan. 

Ditinjau dari keadaan istri ketika suami mengucapkan talak dibagi 

menjadi dua macam : 

1) Talak Sunni : yaitu talak yang dijatuhakn oleh suami di 

mana istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau 

dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah 

digauli/dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan 

menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri tyang di 

talak langsung memasuki masa iddah hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 1 : 

                           

                         

                     

            

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya 

(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah 

Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan 

keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah 

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali 

Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. At-Thalaq :1) 
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2) Talak Bid’iy, Yaitu: Talak yang dijatuhkan oleh suami 

sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan 

suci, namu telah digauli oleh suaminya. Talak dalam 

bentuk ini disebut bid’iy  karena menyalahi ketentuan 

yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri 

dapat langsung memulai iddahnya. Hukum talk bid’iy 

adalah haram dengan alasa memeri mudharat kepada 

istri, karena memeprpanjang masa iddahnya. Dasarnya 

adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar mutafaq 

alaihi : 

فى عٍد رسُل الله صهى الله عهيً َسهم  أن به عمر رضى الله عىٍما أوً قال طهق أمرءتً ٌَى حاءض

فسآل عمر رسُل الله صهى الله عهيً َسهم عه ذنك فقال مري فهيراجعٍا ثم نيمسكٍا حتى تطٍر ثم آوشاء 

 آمسك بعد َأوشاء طهق قبم أن يمس فتهك انعدة أنتى أمر انهم أن تطهق نٍا انىساء

Bahwa Ibnu Umar R.a menthalaq istrinya sewaktu haid dalam masa 

Nabi SAW. maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi SAW. tentang 

hal itu. Nabi Bersabda : ‚suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, 

kemudian menahan sehingga istrinya istu suci kemudian haid dan kemudian 

suci. Sesudah itu bila dia mau dapat menahannya dan kalau dia maudia boleh 

menthalaq istrinya itu sebelum digaulinya. Itu masa iddah yang disuruh Allah 

bila akan menthalaq istrinya.\ 

 Walaupun ulama'` sepakat tentang haramnya men-thalaq istri yang sedang 

haid, namun mereka berbeda pendapat apakah thalaq yang telah dilakukan suami 

waktu haid itu terjadi atau tidak. Jumhur ulama' berpendapat bahwa talak dalam 

masa haid itu jatuh. Alasannya hadits tersebut di atas dinyatakan bahwa Ibnu 
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Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid itu disuruh rujuk kepada 

istrinya. Rujuk itu mengandung arti bahwa sebelumnya terlah terjadi thalaq.
7
 

 Sedangkan jenis talak ditinjau dari segi kemungkinan bolehnya suami 

kembali kepada mantan istrinya ialah dibagi menjadi dua macam : 

1) Talak Raj’iy, yaitu talak yang si suami diberi hak untuk 

kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama 

istrinya itu masih dalam masa iddah, talak raj’iy itu adalah 

talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak 

istri. 

2) Talak Ba’in, yaitu talak yang putus secara penuh dalam 

arti tidak memungkinkan suami kembali kapad istrinya 

kecuali dengan nikah baru. 

Talak bain ini terbagi kepada dua macam : 

a) Bain sughra : ialah talak yang suami tidak boleh rujuk 

kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi 

dengan nikah baru tanpa melalui muhallil 

b) Bain kubra : yaitu talak yang tidak memungkinkan suami 

ruju’ kepada mntan istrinya, dia hanya boleh kembali 

kepada mantan istrinya setelah istrinya dikawin dengan 

                                                           
7
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia,... 219 
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laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan 

habis masa iddahnya.
8
 

Sedangkan talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan ialah terbagi 

menjadi dua macam : 

1) Talak Tanjiz : yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan 

menggunakan ucapan langsung, tanp dikaitkan dengan 

waktu, baik dengan menggunakan ucapan sharih atau pun 

kinayah. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam 

bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami 

mengucapkan talak tersebut. 

2) Talak ta’liq : yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan 

menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan 

kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan 

lafadz sharih atau kinayah.  Seperti ucapan suami : ‚ bila 

ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak‛. Talak 

dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat 

yang digantungkan terjadi. dalam contoh tersebut talak 

terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak 

pada saat ucapan itu diucapkan. 

 Sedangkan talak ditinjau dari segi siapa yang secara langsung 

mengucapkan talak, itu dibagi menjadi dua macam : 

                                                           
8
 Ibid, 222 
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1) Talak Mubasyir, yaitu talak yang langsung diucapkan 

sendiri oleh suami yang menjtuhkan talak, tanpa melalui 

perantaraan atau wakil. 

2) Talak Tawkil, yaitu talak yang pengucapannya tidak 

dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang 

lain atas nama suami, bila talak itu diwakilkan 

pengucapannya oleh suamikepada istrinya, seperti ucapan 

suami : ‚ saya serahkan kepadamu untuk men-talak dirimu‛, 

secara khusus disebut tafwidh. 

Secara arti kata tafwidh mengandung arti melimpahkan. 

Talak tafwidh dengan demikian berarti talak yang untuk 

mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh 

suami kepada istri. berkenaan dengan wewenang istri dalam 

bentuk talak tafwidh itu, ulama'’ tidak sepakat. Sebagian 

ulama syafi’iyah menempatkannya sebagai tamlik atau 

menyerahkan, sedangkan sebagian yang lain 

menempatkannya sebagai tawkil.9 

2. Fasakh 

Fasakh berasal dari Bahasa Arab dari akar kata Fa-sa-kha yang berarti 

membatalkan. Fasakh secara umum yaitu  rusak  atau tidak sahnya  salah 

satu  rukunya, atau  sebab lain  yang dilarang  atau diharamkan oleh  

                                                           
9
 Ibid, 226 
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agama. pemutusan ikatan  perkawinan dengan  cara fasakh melibatkan  

tidak sahnya  dua pihak  pengakad, suami  dan istri saja tetapi  termasuk 

pihak ketiga.  Sehingga fasakh  itu terjadi karena kehendak  suami, 

kehendak istri dan kehendak orang  ketiga  yang berhak.
10

 Fasakh  dapat 

terjadi  karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika  berlangsung akad 

nikah, dan hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan 

perkawinan, yaitu : 

a. Jenis dan Sebab Pembatalan 

1) Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Setelah perkawinan berlangsung ternyata kemudian tidak terpenuhi 

persyaratan yang ditentukan, seperti rukun, syarat ataupun  terdapat  

halangan  yang  terdapat  tidak  membenarkan terjadinya  perkawinan. 

Ketentuan  umum  yang disepakati  semua pihak bahwa  perkawinan yang  

tidak memenuhi  syarat dan  rukun atau  terdapat  mawani  (halangan)  

dinyatakan  batal.  Ketentuan batal berlaku untuk memulai  dan juga berlaku 

untuk melanjutkan. Jenis pembatalan ini dapat diabagi menjadi dua, yaitu : 

a) Tidak memerlukan pengaduan suami istri 

b) Harus dengan pengaduan suami istri  

 

2) Terdapat kekurangan pada suami, istri, atau keduannya 

                                                           
10

 Ahmad Kuzairi, Nikah sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 141 
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Kekurangan  yang  ada pada  suami istri tersebut menyebabkan pernikahan 

tidak mungkin   dilanjutkan, kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerugian 

pada suami atau istri atau keduanya  sekaligus. Terdapat beberapa sebab dari 

jenis pembatalan nikah ini, yaitu : 

a) Cacat 

c) Status budak 

d) Suami tidak dapat memberi nafkah tidak menginginkan pernikahan 

keduanya maka dapat mengajukannya 

e) Suami istri mafqud (menghilang) atau dipenjara 

f) Murtad atau Islamnya sala satu dari suami istri 

 Jika salah satu dari suami istri murtad maka pernikahan keduanya secara 

otomatis fasakh,     tanpa membutuhkan   putusan   majelis   hakim   untuk   

memisahkan keduanya, jika yang murtad  kembali Islam maka mereka tetap 

dalam pernikahan sebelumnya, begitu pula sebaliknya. 

 Menurut Pasal 71 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan 

bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

a) Seorang  suami  melakukan   poligami  tanpa  izin  Pengadilan Agama. 

b) Perempuan yang dikawini ternyata  kemudian diketahui masih menjadi 

istri pria lain yang mafqud. 

c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain. 

d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor1. Tahun 1974. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 

 

e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 

tidak berhak. 

f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

 

 Pada Pasal 75 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga dijelaskan bahwa 

keputusan pembatalan   perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 

a) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. 

b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

c) Pihak  ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri` tikad 

baik, sebelum  keputusan  pembatalan  perkawinan kekutan hukum yang 

tetap 

 

3. Alasan-Alasan Perceraian  

Berdasarkan dalam  pasal 116  KHI (Kompilasi  Hukum Islam) adalah sebagai 

berikut : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak  meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun 

berturut-turut tanpa izin  pihak lain dan tanpa alasan  yang sah 

atau  karena hal lain diluar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat  hukuman penjara  5 (lima) Tahun  atau  

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan  kewajibannya sebagai suami atau 

istri. 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun  lagi dalam 

rumah tangga. 

g. Suami menlanggar taklik talak. 

h. Peralihan agama atau murtad yangmenyebabkan terjadinya 

ketidak rukunan dalam rumah tangga.
11

 

 Mengenai alasan-alasan perceraian  diatur juga dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 

tentang Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1  tahun 1974 tentang 

Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  :  perceraian  dapat  terjadi 

karena alasan atau alasan-alasan: 

a. Salah  satu pihak berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain  selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan  tanpa alasan yagn sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya 
                                                           
11

 Pasal 116, KHI (Kompilasi Hukum Islam 
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c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain. 

e.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 

f. Antara suami  dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada  harapan akan hidup rukun lagi  dalam  rumah tangga.
12

 

A. Syiqoq 

 Syiqaq, berasal dari bahasa Arab ‚ Syaqqaqa- yusyaqqu- syiqaq ‚ yang 

bermakna ‚ Al-inkisaru ‚  artinya pecah, berhamburan.
13

 Sedangkan ‚Syiqaq‛  

Menurut istilah oleh ulama'` fiqih diartikan sebagai perpecahan/perselisihan yang 

terjadi abtara suami istri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian 

khusus terhadapnya namun ia tetap akan bergantung pada kedua belah pihak, 

apakeh mereka akan memutuskan ataukah tidak. perceraian akan selalu terjadi 

apabila salah satu pihak merasa mustahil untuk mempertahankan ikatan 

perkawinan itu dan terpaksa memutuskannya. Dalam pendapat lain dijelaskan 

kata syiqaq berasal dari bahasa Arab al-syaqqu yang berarti sisi. Adanya 

perselisihan  suami-istri disebut ‚sisi‛, karena masing-masing pihak yang 

berselisih itu berada pada sisi yang berlainan, disebabkan adanya permusuhan 

                                                           
12

 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang  Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
13

 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka 
Progressif, 1997).h.732 
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dan pertentangan sehingga padanan katanya adalah  perselisihan (al-khilaf), 

perpecahan permusuhan (al- adawah), pertentangan atau persengketaan. Menurut 

istilah fiqih ialah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang 

hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak 

istri.
14

 

 Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan permasalahan syiqaq dengan 

cukup lugas. 

Al-syiqaq berarti perselisihan yang berpotensi membuat dua pihak berpisah, dan 

ketakutan  

masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan itu dengan lahirnya sebab-sebab 

perselisihan. Pada ayat 35 surat an-Nisa tentang syiqaq ini, Allah menerangkan 

cara yang baik untuk diterapkan ketika terjadi pertengkaran dan ketika takut 

terjadi perpecahan: 

                         

                      

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS An-Nisa : 35) 

 

Yang dimaksud dengan hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak 

yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. 

                                                           
14

 Kamal Mukhtar, Asas-asas hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. III. (Bulan Bintang, Jakarta, 
1993) hlm.188. 
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Secara kronologis Ibnu qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam 

menghadapi konflik tersebut, yaitu: 

Pertama : hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik 

tersebut. bila ditemui penyebabnya adalah nusyuz-nya istri, maka dapat 

ditempuh kasus penyelesaian sebagaimana teori yang sudah ada. Bila ternyata 

sebab konflik berasal dari nusyuz-nya suami, maka hakim mencari seorang yang 

disegani oleh suami untuk menasehatinya agar menghentikan sikap nusyuz-nya 

itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau 

sebab konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain 

sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang 

berwibawa untuk menasehati keduanya. 

Kedua : bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan 

ternhyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim 

menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas 

menyelesaikan tugas tersebut. kepada keduanya doserahi wewenang untuk 

menyatukan kembali keduanya keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak 

mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana 

yang paling baik dan mungkin diikuti.
15

 

Syiqaq atau pertikaian di antara suami istri kadang-kadang disebabkan 

oleh nusyuznya isteri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal 

pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang 

                                                           
15

 Amir Syarifudin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2009), 196 
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paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan di dalam ayat 34. Tetapi jika 

hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku 

dzalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan 

terjadi perpecahan, maka kedua suami isteri dan kaum kerabat wajib mengutus 

dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Dalam 

ayat tersebut juga diisyaratkan bahwa dua orang  hakam mengetahui masalah 

privat pasangan suami isteri, karena dekatnya hubungan dengan  mereka, 

sehingga dapat ikut membantu penyelesaian masalah.
16

 

Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang 

diangkat menjadi hakam tersebut. salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang 

juag menjadi pegangan bagi ‘atha’ dan salah satu pendapat dari Imam al-syasi’iy 

menurut hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan 

dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. dalam kedudukan ini 

dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami 

istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan 

persetujuan dari kedua suami istri . alasan yang dikemukakan oleh golongan ini 

adalah bahwa kehormatan yang yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, 

sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi bagi istri; keduanya telah 

dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas 

keduanya kecuali seizin keduanya. 

                                                           
16

 Ahamad Mustafa Al-maragi, Tafsir Al-Maraghi. Juz V. (Mesir : Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1393 
H/1974 M), hlm.47. 
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Golongan kedua terdiri dari Ali, Ibnu Abbas, al-Sya’bi, al-Nakha’i, Imam 

Malik, al-Auza’iy, Ishak, dan Ibnu Munzir, menurut mereka dua orang hakam itu 

berkedudukan sebagai hakim, dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak 

menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami istri, baik 

untuk mendamaikannya, atau menceraikannya dengan uang tebusan atau 

menceraikannya tanpa uang tebusan. Alasan yang dikemukakan ulama'’ ini 

adalah petunjuk ayat yang dikemukakan di atas. 

Baik atas pendapat golongan yang mengatakan hakam berkedudukan 

sebagai wakil atau sebagai hakim, keduanya harus memenuhi syarat yang 

ditetapkan syara’ yaitu telah dewasa, sehat akalnya, laki-laki dan bersikap adil. 

Ini adalah syarat umum untuk yang bertindak bagi kepentingan publik.
17

 

Pada awalnya, pengangkatan hakam (juru  damai) dalam  perkara  

perceraian atas dasar syiqaq ialah sesudah proses pemeriksaan perkara melewati 

tahap pemeriksaan saksi. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat yang berbunyi: 

‚setelah mendengar keterangan saksi tentang  sifat  persengketaan  …  dapat  

mengangkat  menjadi  hakam‛. Dan  sekiranya  dari replik  dan  duplik  Hakim 

sudah mendapat gambaran yang jelas tentang latar belakang perkara, dan 

berpendapat ada kemungkinan bisa didamaikan melalui hakam yang dekat dan 

berpengaruh kepada suami istri.  

 Dalam Pasal 76 ayat (2)  pada kalimat ‚dapat‛ mengangkat hakam, ini 

berarti pengangkatan hakam merupakan tindakan kasuistik yaitu tergantung pada 

                                                           
17

 Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,... 196 
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pendapat atau  penilaian Hakim. Sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak 

atau dari kedua belah pihak, semuanya tergantung pada pendapat atau penilaian 

Hakim atas permasalahan mana yang lebih mendatangkan maslahat dalam 

penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika Islah atau damai dapat 

diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakam, kemungkinan 

pengangkatan hakam bisa berubah menjadi wajib.
18

 

Beda halnya pada saat ini dimana Buku II telah menentukan aturan baru 

terkait perkara  syiqaq.
19

 Meskipun pengangkatan hakam tetap terjadi setelah 

pemeriksaan bukti saksi, namun majelis hakim tidak memiliki opsi untuk 

menimbang apakah perkara tersebut layak untuk   dikategorikaan syiqaq 

sehingga perlu pengangkatan hakamain ataukah sebaliknya. Ini disebabkan 

syiqaq atau tidaknya suatu perkara sudah harus ditentukan di awal  saat  

pengajuan pertama kali di meja satu oleh para pihak. Perkara yang alasannya 

berdasar cekcok terus  menerus, seperti tercantum dalam huruf (f), tidak boleh 

dijadikan perkara syiqaq setelah perkara tersebut masuk dalam tahap 

persidangan.  

Sebenarnya aturan di atas sama sekali tidak menjadi masalah sepanjang 

ada aturan lain yang secara tegas menjelaskan secara eksplisit perkara seperti apa 

yang disebut syiqaq, sehingga  para  penegak  hukum termasuk para pihak yang 

                                                           

18 Merliansyah,  Pengangkatan Hakam  Dalam  Perkara  Perceraian  Sebagai  Upaya  Perdamaian  
Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, Tesis sebagai Persyaratan S-2 Program Magister 
Kenotariatan,  
Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 69. 

19 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II (Edisi Revisi 2010), 
Mahkamah Agung Dirjen Badilag. 2010, hal.156. 
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sedang bersengketa (syiqaq) antara suami isteri   bisa menentukan bahwa perkara 

mereka bukan termasuk jenis pertengkaran biasa seperti alasan dalam huruf (f) 

melainkan termasuk kategori syiqaq. 

Beberapa pendapat yang bergulir selama ini antara lain bahwa dikatakan 

syiqaq bila selisihnya itu mengandung unsur membahayakan suami isteri dan 

terjadi pecahnya perkawinan,  sedangkan bila tidak mengandung unsur-unsur 

yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut 

belum dikatakan syiqaq. Pendapat ini terkendala dengan pertanyaan seberapa 

besar darurat yang harus ditimbulkan hingga suatu sengketa perkawinan bisa 

disebut syiqaq. 

 Pendapat lain, kalau perkara tersebut diajukan oleh suami maka 

pertengkaran dipandang  sebagai alasan peceraian  hingga mengacu pada Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tetapi kalau gugatan dari dari 

isteri maka syiqaq dipandang sebagai lembaga sehingga mengacu pada pasal 76 

ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.  Hal ini tidak  cukup beralasan untuk 

dijadikan dasar, mengingat berdasarkan ayat tentang syiqaq, pada  prinsipnya 

syiqaq tidak bergantung pada siapa yang mengajukan, meski secara lahiriah bisa 

saja seorang isteri dihukumi nusyuz, tapi tetap saja tidak dapat terdeteksi dari 

pihak mana sebenarnya nusyuz berasal, bisa saja pihak suami yang justru berlaku 

dzalim terus-menerus terhadap si istri. 

 Dalam Majallah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah tahun 1956 pasal 25 yang 

secara prinsip berlaku di beberapa negara seperti Tunisia dan Maroko, berbunyi: 

‚Jika salah seorang dari suami-isteri  melaporkan  adanya  dharar  dan tidak ada 
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bukti baginya dan hakim kesulitan menentukan darar itu terhadap pasangannya, 

hakim dapat meminta bantuan dua orang hakam.  Hakam itu harus 

memperhatikan dengan seksama, jika ia sanggup mendamakan maka keduanya 

disatukan dan kedua hakam wajib melaporkan segala sesuatunya kepada 

hakim‛.
20

 

 Aturan di atas mensyaratkan adanya dharar yang diklaim oleh para pihak, 

namun tidak terbukti di persidangan. Disini ditempuhnya prosedur syiqaq 

berfungsi untuk meningkatkan legitimasi hakim untuk menceraikan antara suami 

isteri dengan alasan dharar yang tidak terbukti di persidangan. Dengan adanya 

pengangkatan hakamain, maka meski perkara tersebut tidak terbukti secara 

hukum alasannya namun melalui jalan lain terbukti dengan adanya laporan  

hakamain yang menyatakan bahwa rumah tangga suami istri tersebut ternyata 

memang cukup  beralasan dan cukup bermasalah untuk diputuskan tali 

perkawinannya. 

 Lagi-lagi implementasi syiqaq semacam ini – menurut hemat penulis – 

kurang dapat diterima. Disini prosedur syiqaq dan pengangkatan hakamain 

seolah-olah hanya merupakan ‚bukti‛ pelengkap bagi hakim untuk memutus 

perkara. Ini agak berbelok dari fungsi asal syiqaq   untuk  mendamaikan setiap 

bentuk pertengkaran antara suami isteri yang dikhawatirkan akan menyebabkan 

perpecahan.  

                                                           
20

 Taher Mahmood. Personal law in Islamic Countries, (New Delhi : Academy of Law and Religion, 
1987), hal.110 
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 Pendapat lain yang mendasarkan pada pengalaman dan praktek di 

beberapa Pengadilan Agama,
21

 menyatakan bahwa hakam hanya diterapkan pada 

kasus perceraian di mana syiqaq  benar-benar  muncul sebagai alasan perceraian 

yang secara lahiriah dapat dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak 

menghendaki perceraian, sementara pihak lain menganggap bahwa rumah  

tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Di sisi lain hakam dianggap 

tidak efektif lagi  ketika kasus perceraian yang dihadapi oleh hakim ternyata 

kedua belah pihak telah menyadari bahwa perceraian akan lebih baik daripada 

harus mempertahankan rumah tangganya. 

 Pendapat ini cukup bagus dari segi efektifitasnya. Dengan pertimbangan, 

bila kedua belah  pihak sudah menyadari bahwa perceraian adalah jalan terbaik, 

maka probabilitas untuk damai akan semakin kecil, oleh karenanya prosedur 

pengangkatan hakamain sebagai juru pendamai  akan terasa sebagai 

‚pemborosan‛ dan bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya  

ringan. Pendapat ini agak sedikit mengabaikan fungsi dari hakamain itu sendiri, 

dimana dalam keadaan suami isteri ‚sepakat‛ untuk bercerai, justru disinilah 

puncak fungsi dan peran hakamain secara maksimal dalam menjalankan 

tugasnya.  

            Menurut  hemat  penulis, berbagai interpretasi yang sebagian sudah 

dipaparkan di atas akan semakin bertambah aneka ragamnya, apalagi bila kita 

hanya memandang syiqaq dan pengangkatan hakamain dari sudut pandang 

                                                           
21

 Sugiri purnama, mediasi dan hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama, 
http;//badilag.net/. 
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tertentu saja, entah dari segi pemenuhan hukum  formil ataupun dari segi 

efektifitas perkara. Kita sebaiknya kembali kepada maqashid tasyri’ 

diterapkannya lembaga syiqaq dalam Islam yaitu untuk mendamaikan dan 

menemukan  solusi  alternatif  kepada suami isteri sehingga bisa  kembali rukun 

dalam membina rumah tangga. 

 Menurut Wahbah al-Zuhaili, suatu rumah tangga dikatakan syiqaq 

sehingga membutuhkan adanya pengangkatan hakamain, secara teori melewati 

beberapa fase, antara lain: 1) mu’asyarah bi al-ma’ruf, adanya itikad baik dan 

upaya sungguh-sungguh kedua belah  pihak  menciptakan hubungan yang baik, 2)  

al-shabr, yaitu kesabaran dan upaya bertahan menghadapi  ujian yang timbul 

sebagai akibat perkawinan termasuk sikap pasangan yang nusyuz, 3) tahammul 

al-adza, adalah situasi seorang suami dengan pantang menyerah menanggung 

beban fisik dan mental dalam melaksanakan kewajibannya, 4) al-wa’zhu, upaya 

suami memberikan nasihat kepada  isterinya dengan hikmah dan kebijaksanaa, 5 

al-hajr, upaya (nasihat) suami dengan cara  membatasi komunikasi terhadap 

isteri, 6) al-dharb al-yasir, upaya tegas suami terhadap isteri yang pula berupa 

sikap  fisik  yang  wajar, 7) irsal  al-hakamain, upaya  mediasi  antar  keluarga 

kedua belah pihak dengan pengangkatan hakamain.
22

 

 Dengan kata lain syiqaq terjadi karena adanya nusyuz dari salah satu 

pihak bisa dari isteri maupun suami atau bahkan dari keduanya yang dengan 

segala hubungan sebab akibatnya berkembang menjadi sebuah perselisihan dan 

                                                           
22

 Wahbah Zuhaili, Al-fiqh Al-Islami wa adillatuhu, Juz XI, (Damaskus ; Dar Fikr Al-Muasir,tt). 
Hlm,337 
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pertengkaran yang terus menerus sehingga dikhawatirkan akan terjadi 

perpecahan. Alasan yang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 

tidak pelak lagi telah memenuhi syarat bagi suatu perkara untuk dikategorikan 

sebagai syiqaq. 

 


